BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru tidak
sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota
Pekanbaru . Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru
berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekanbaru
Nomor 4 Tahun 1993 difokuskan pada wilayah pengembangan 2 dan wilayah
pengembangan 3. Kenyataannya kawasan pertanian di  wilayah
pengembangan 3 digantikan dengan perkebunan kelapa sawit dan didirikan
pabrik untuk pengolahan kelapa sawit. Oleh karena itu untuk saat ini wilayah
pengembangan 2 dijadikan sebagai pusat ruang terbuka hijau yang ada di
Kota Pekanbaru.

Ketidaksesuaian lain ada pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 1l Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993. Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 hingga saat ini telah
mengalami empat kali revisi (tahun 1994, 2001, 2006, dan 2012 ) akan tetapi
revisi-revisi tersebut hingga saat ini belum disahkan sebagai peraturan daerah.
Meskipun belum disahkan sebagai peratuan daerah tetapi revisi tersebut oleh
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru telah dijadikan acuan

dalam melakukan perencanaan pembangunan Kota Pekanbaru. Oleh karena
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itu dalam melaksanakan penataan ruang yang ada di Kota Pekanbaru, Dinas

Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru tidak memiliki dasar hukum yang

mempertanggungjawabkan pelaksanaan penataan ruang tersebut.

Jumlah ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekanbaru belum sesuai
dengan jumlah minimum yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (2) dan
ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu proporsi ruang terbuka
hijau untuk wilayah kota adalah 30% dari luas wilayah kota dan 20% dari
proporsi yang ditetapkan merupakan ruang terbuka hijau publik (yang
dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru). Ada dua data yang berbeda
mengenai persentase ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekanbaru yaitu
10,658% dan 2,81%. Hasil persentase didasarkan pada total keseluruhan dari
data yang diperoleh dan data yang telah ada dalam Revisi Peraturan Daerah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2012.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka
saran-saran yang dapat penulis ajukan sebagi berikut:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya segera mensahkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekanbaru agar perencanaan penataan ruang di
Kota Pekanbaru dapat di pertanggungjawabkan.

2. Pemerintah Provinsi Riau hendaknya lebih memperhatikan ruang terbuka
hijau yang ada di Kota Pekanbaru dan tidak mengurangi atau
mengorbankan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekanbaru dengan

alasan pembangunan.
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3. Lembaga pendidikan (Sekolah dan Universitas) yang ada di Kota
Pekanbaru hendaknya ikut membantu dalam pengadaan ruang terbuka
hijau di Kota Pekanbaru seperti memanfaatkan ruang terbuka hijau yang
ada sebagai bahan penelitian dan memiliki kawasan ruang terbuka hijau
taman dalam lingkungan pedidikan karena selain sebagai pembelajaran
bagi murid dan mahasiswa juga membantu pekerjaan Pemerintah
Pekanbaru dalam penyediaan 30% ruang terbuka hijau di Kota

Pekanbaru.
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan; Telepon (0274) 562811 - 562814 {Hunting) .
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 21 September 2012

‘Nomor  : O70/7854/V/09/2012 Kepada Yth.
Gubemur Prov. Riau
_ Cq. Bakesbanglinmas
Perhal  : ljin Penelitian di~
Tempat
Menunjuk Surat
Dari Wakil Dekan | Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
Nomor 437V
Tanggl 18 Beptember 2012
Perihal {jin Riset

Satelah mempelajari prnpnmud&aan riseb/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan
untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama :  DIYANA

MM [ NP ;09907

Alamat : Ji Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul : PELAKSANAAN KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA -PEKANBARU

SETELAH BERLAKUNYA .UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG
PENATAAN RUANG

Lokasi ;= Kotafiab, KOTA PEKANBARU Prov,. RIAL
Waktu :  Mulai Tanggal 21 September 2012 2/d 21 Desamber 2012

Peneliti barkewajiban menghommati dan menaati peraturan dan tata tertib yang beraku di witayah penelitian.

‘Kemudian harap menjadi makiom

A.n Sekretaris Daerah

Jembusan ;
1. Yth, Gubemur Daerah Istimewa Yogysakarta (sebagal laporan);
2. ‘'Wakil Dekan | Fak Hukum UAJ Yogyakarta

| $¥rang Bersangkutan




PEMERINTAH PROPINSI RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Cut Nyak Dien Il'2, Telepon (0761) 23740, 38736 FM{GT'E‘I] 38736
PEKANBARU Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Numnr 070/BKBPPM/5775/2012
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISEI'
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPST

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politk dan Perlindungan Masyarakat, setelah membaca surat
Permohonan Riset / Pra Riset dari Sekretaris Daerah Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Nomor : 070/7854/V/09/2012, tanggal 21 September 2012, dengan ini rnmberﬂcan
rekomendasi kepada :

1. Nama : DIYANA

2. NIM ¢ 09907

3. Jurusan ¢ Ilmu Hukum

4. Jenjang 51

5. Alamat ! Yokyakarta

6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN KEBLJAKAN RUANG TERBUKA HDJAU DI KOTA -

PEKANBARU SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKANBARU

. BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PEKANBARL

. BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKANBARL

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU
DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PEKANBARLU

DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA PEKANBARU

. DINAS PERTANIAN KOTA PEKANBARU '

. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTANAHAN KOTA PEKANBARL

7. Lokasi Penelitian

WRNOW D WN

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada
hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan data ini.

2, Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi
ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang
terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset inl dan
terima kasih.

DIBUAT DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL  : 03 Oktober 2012

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN

fembina Tifgkat
NIP. 196201&1 198503 1 024

Tembusan :
; I:H‘nrnpdhn Kepada Yth :
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru di Pekanbaru
" Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru di Pekanbaru
Walikota Pekanbaru
~‘Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Sekretaris Daerah Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta
(5) Yang bersangkutan,
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~ PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT
JL. CUT NYAK DIEN NO. 03 TELP. (0761) 35071 PEKANBARU
S — —— — S T —

Pekanbaru, #9 Oktober 2012
Kepada Yth:

Nomor  :071/BKBPPM/IR-IX/3vyé /2012 Sdr. 1.Kepala BPN

Lampiran : Kota Pekanbaru

Perihal  :]ZIN RISET/ PENELITIAN 2. Kepala BPS

Kota Pekanbaru

3. Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kota Pekanbaru

4. Kepala BAPEDA
Kota Pekanbaru

Dengan hurma‘

yang berlaku soff
ketentuan sebagaiy

1. Tidak melakukan Yegiatan ‘yane ag@#impang dari ketentuan yang telah

ditetapkan dan memak SARURERENTNdak yang tidak ada hubungan dengan
kegiatan ini;
2. Adapun Surat Izin Penelitian ini berlaku mulai tanggal surat ini dikeluarkan
hingga JANUARI 2013.
Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan bantuan
sepenuhnya. .

il 196&'}203 198701.1.002

" 100 S Selvetarts Claerah Perisertutalk Frovbisl Dasriah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Yang bersangkutan.



- PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. CUT NYAK DIEN NO. 03 TELP. (0761) 35071 PEKANBARU

Pekanbaru, 9 Oktober 2012
Kepada Yth :
Nomor  :071/BKBPPM/IR-IX/#vys /2012 Sdr. 1. Kepala Dinas Sosial Dan
Lampiran : Pemakaman Kota Pekanbaru -
Perihal + IZIN RISET/ PENELITIAN 2. Kepala Dinas PU
Kota Pekanbaru
3. Kepala Dinas Tata Ruang
Dan Bangunan
Kota Pekanbaru
j 4. Kepala Dinas Pertanian
Kota Pekanbaru

5. Kepala Dinas Kebersihan
Dan Pertahanan
Kota Pekanbaru

Memen lir _:-"".'""- Kepala Badan satuan Bangsa Politik Dan
i ' Riau, Nomor t¥ 070/BKBPPM/5775/2012,

Tanggal 03 OK ol:-ei‘ EOI,LE | -"-;pg_d.@ -BpKok surdf; diatas, datang menghadap

e n-':'u".:.-"-:- w\.n't 1

yah/kantor Saudara guna
dalam izin pengumpulan

saudara : i : 1; ‘1( %
Nama *-i" 'i % i Dﬁ'ﬂ-&ﬂ
NIM ¥ HE *-':
_I'urusa i
A]amat'm-r ! F %' E s{éﬁg HampaE{i 2 No.48 W Pekanbaru

diperlukan separﬂang :
yang berlaku semata-maf¥i®
ketentuan sebagai berikut :

—-'-n' peugabdlan masyarakat dengan

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah
diterapkan dan memaksakan kehendak yang tidak ada hubungan dengan
kegiatan ini;

2. Adapun Surat Izin Penelitian ini berlaku mulai tanggal surat ini dikeluarkan
hingga JANUARI 2013.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan bantuan
sepenuhnya.

/1, .'Idr Sekmaris Daerah PEmermrah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Yang bersangkutan.



DATA TAMAN PEMAKAMAN UMUM MILIK PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

| NAMA ALAMAT/ | TAHUN | Luas DAYA | AGAMA |PENGELOLA]  KETERANGAN
No. |, PEMAKAMAN LOKASI BERDIRI| LAHAN | TAMPUNG
{Mz2)
A MILIK 3
. |PEM-KOTA .
1 [TPU- Lokomeotif M. Lokomotif. 1970  |28.200 M2 7.000. lalam | Discskam | Periu psnimbunan
2 [TPU-Umbansari  |JLUmbansar 1984 |[50000M2 | 12.500. | Isismv | Disoskam Sudah penuh.
Kec. Rumbal ) kristen
3 |[TPU-Paiss X Pinang/ 2001 |102.862M2 | 25.000. | Isla | Disoskam | PeriuPemagaran batas
Kec. Rumbal , kristen Kaliling
4 [TPU-Tush Sakti |31 Kuink Kec. . 1969 [10.000M2 | 2.500. lslam | Disoskam Sudah penuh.
: Marpoyan Damal - )
5 [TPU- Payung Sekaki |Jl Beringin/Kec. .| 2007 [|3scomz | 7.500. islam | Disoskam
5 HP- 5 - -
¢ [TPU- Tampan . Uka / 2008 [100000M2 | 24.300. | Islanv | Disoskam | Sedang Pemagaran
Kec. Tampan ) Kristen | Kelling -
-,
* -1
T _ > B
v . Pekaribani, Nopember 2012.

Aln, KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN
en KOTA PEKANBARU :
Sekretaris,

Dra.YUS
Pembina NIP, 19580228 198803 2 002 -
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